BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATENTAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal il Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Aceh Singkil tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2021;

‘Ul

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara  Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);




10.

11.

12.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara  Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Karya (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
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(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Udndang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6321);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara  Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5695);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negare
Tahun 2018 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara
Nomor €197);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52):

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun
2020 Nomor 57);




35

36
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. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Kerja Pemrintah Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1180);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengeiolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825)

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

Peraturan Gunhernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Berita
Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 41);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

.Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 261);

.Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.352/5/2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2020 Nomor 279);

52. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2021

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 283);

53. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2020

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2021 Nomor 584);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ACEH SINGKIL TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1 1
Dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 semvula
Rp. 939.301.103.845,00,- berkurang sebesar Rp. 6.484.050.107,00,- sehingga
menjadi Rp. 932.817.053.7535,00,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sejumlah

a. Semula Rp. 939.301.103.845,00,-
b. Bertambah /(berkurang) Rp. (6.484.050.107,00,-)

Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan Rp. 932.817.053.738,00,-

2. Belanja Daerah sejumlah

a. Semula Rp. 942.810.103.845,00,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.135.018.140.00,-

Jumlah Belanja Daerah
setelah perubahan Rp. 944.936.121.985,00,-
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah

1) Semula Rp.  5.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.619.068.247,00,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp. 13.619.068.247,00,-
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b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Rp.  1.500.000.000,00,-

Jumlah Pengeluaran Pembiavaan
setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00,-

Jumlah Pembiayaan neto
setelah perubahan Rp. 12.119.068.247,00,-

Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah perubahan Rp. 0,00,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil
ini, terdiri dari:

Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

7

I

11

I11

VI

VII

VIII

Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan,;

Penjabaran Perubahan APBK menurut APBK menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyvak Bumi dan
Pertambagan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijjakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun
Kabupaten Aceh Singkil tentang APBK dan Rancangan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.
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Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksaan anggaran
satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Aceh Singkil dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Singkil

:"—":ia‘pad\a tanggal 9 Tlovewber 2011 M
= + bl At e

pBom .’ :

N7 j

Diundangkan di Singkil
4 Rakiv| Alar 1443

SEKRETARIS WAERAH KABUPATEN
ACEHSINGRL),

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 596




